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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Sistem Pengendalian Internal 

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal  

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data serta mendorong 

efesiensi.
1
 

 Sistem pengendalian internal juga merupakan suatu proses 

yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil 

satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan 

memadai tentang pencapaian tujuan.
2
 

Menurut Aries, pengendalian internal berperan penting untuk 

mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya 

organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak 

(seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek 

dagang).
3
 

Pengertian sistem pengendalian internal menurut AICPA ( 

American Institute of Certified Public Accountants ) menyebutkan 

bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, 

                                                           
1
 Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 450. 

2
 Al Haryono Jusup, Auditing (Pengauditan), Buku 1 (Yogyakarta : BP STIE YKPN, 2001) , 252. 

3
 Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi 3(Yogyakarta : BP STIE YKPN, 1993),  165. 
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semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang 

dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, 

memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat 

dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya 

kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.
4
 

Sistem pengendalian internal yang dianut pemerintah Indonesia 

salah satunya berasal dari COSO (Commitee of Sponsoring 

Organization of Treadway Commision) yaitu komisi yang bergerak di 

bidang manajemen organisasi. Menurut COSO, pengendalian internal 

adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, 

manajemen, dan personil lainnya; yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan 

operasi, pelaporan dan kepatuhan.
5
 

2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :
6
 

a. Menjaga kekayaan organisasi 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

c. Mendorong efisiensi 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

                                                           
4
 Bambang Hartadi, Auditing : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan, Edisi 

1 ( Yogyakarta : BPFE, 1987),121. 
5
 Krismiaji. Sistem Informasi Akuntansi. ( Yogyakarta :  Unit Penerbit dan  Percetakan  Sekolah 

Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,  2010), 147. 
6
 Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2(Jakarta: Salemba Empat, 2007) , 450. 
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Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan 

pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal dapat 

menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan 

dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan 

digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.
7
 

3. Prinsip-Prinsip Sistem Pengendalian Internal 

Dalam pengendalian internal Kerangka COSO (Commitee of 

Sponsoring Organization of Treadway Commision)  terdapat beberapa 

prinsip pengendalian internal dalam komponen pengendalian internal : 

a.  Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun 

dan diciptakan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang 

akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi 

lingkungan kerja meliputi beberapa prinsip, yaitu  adanya 

penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, 

komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, 

kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan 

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, 

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat 

                                                           
7
 Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, Auditing, Edisi 5, Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 1998), 

172. 
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pengawasan yang efektif, serta hubungan kerja yang baik 

dengan pihak eksternal.
8
 

b. Penilaian Risiko 

Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat 

tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap risiko (Risk 

Identification) diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi 

kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi 

terwujudnya tujuan organisasi. Risiko yang biasa dihadapi 

meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko 

hukum/legal.
9
 

c. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko, menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan 

tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Tindakan-tindakan 

yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi menjadi 2 

jenis tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum 

kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan 

mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian 

berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan mitigasi berfungsi 

                                                           
8
 Muhammad Yususf. Evaluasi Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT 

Bank Muamalat Indonesia Tbk (Tesis—Universitas Bina Utama. Jakarta, 2013), 25. 
9
 Ibid., 26 
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untuk mengurangi dampak yang terjadi. Tindakan-tindakan 

tersebut juga harus dilakukan evaluasi sehingga dapat dinilai 

keefektifan serta keefisienan tindakan tersebut. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang berkualitas 

tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

terkait. Penyampaian informasi yang tidak baik dapat 

mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima informasi. 

e. Pemantauan Pengendalian Internal 

Pemantauan (monitoring) adalah tindakan pengawasan 

yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dan pegawai lain 

yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas 

sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas sistem 

pengendalian internal. Pemantauan dapat dilakukan dengan 3 

cara yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), 

evaluasi yang terpisah (separate evaluation), dan tindak lanjut 

atas temuan audit.
10

 

 

2. Sistem Pengendalian Internal Menurut Islam 

a. Pengendalian Internal dalam Al-Qur’an  

                                                           
10

 Ibid 
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Ekonomi dalam agama Islam adalah suatu disiplin ilmu yang 

tidak hanya berputar di sekitar materi, tetapi juga memuat misi 

ukhrowi. Ajaran Islam menyediakan proporsi yang cukup banyak 

dalam kajian keilmuannya tentang ekonomi. Al-qur’an dan al 

Hadits sebagai sumber hukum ajaran Islam yang utama, memuat 

bahasan yang lengkap tentang dunia perekonomian yang dapat 

dijadikan sebagai sandaran setiap muslim dalam menjalankan roda 

perekonomian sesuai dengan ruh keislaman yang dianut dan 

diyakininya. Pernyataan di atas tidak berlebihan jika kita melihat 

fakta bahwa dalam al-Qur’an terdapat banyak sekali ayat yang 

memiliki muatan ekonomis mulai dari segi konsep dan prinsip 

dasar, hingga ke tataran praktisnya. Sebagaimana surat al-Baqarah 

ayat 282 berikut; 
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نْٛكَْتتُ  َٔ ً ّٗ فبَكْتجُُُِٕ  سَ ٍٍ انَِٗ أجََمٍ يُّ ْٚ ٍَ ءَايَُُٕا ارَِا تذََاَُٚتىُْ ثذَِ بَ انَّزِٚ ٚآَأَُّٚٓ

ُّ اللهُ فهَْٛكَْتتُْ  ًَ ب عَهَّ ًَ لاَ َٚؤةَْ كَبتتٌِ أٌَ ٚكَْتتَُ كَ َٔ ُْٛكَُىْ كَبتتٌِ ثبِنْعَذْلِ  ثَّ

نْٛتََّ  َٔ ِّ انْحَكُّ  ْٛ همِِ انَّزِ٘ عَهَ ًْ نُْٛ َٔ ٌَ ْٛئ ب فبٌَِ كَب ُُّْ شَ لاَ ٚجَْخَسْ يِ َٔ  ُ كِ اللهَ سَثَّّ

همِْ  ًْ َٕ فهَُْٛ مَّ ُْ ًِ لاَ ٚسَْتطَِٛعُ أٌَ ُٚ ْٔ ْٔ ضَعِٛف ب أَ ِّ انْحَكُّ سَفِٛٓ ب أَ ْٛ انَّزِ٘ عَهَ

 ٍِ ْٛ ٌْ نىَْ ٚكََُٕبَ سَجُهَ ِ جَبنكُِىْ فبَ ٍِ يٍِ سِّ ْٚ ِٓٛذَ ِٓذُٔا شَ اسْتشَْ َٔ نُُِّّٛ ثبِنْعَذْلِ  َٔ 

ب  ًَ ٌْ تضَِمَّ احِْذَاُْ ٓذََاءِ أَ ٍَ انشُّ ٌَ يِ ْٕ ٍ تشَْضَ ًَّ ٌِ يِ ايْشَأتَبَ َٔ  ُُ فشََجُمُ

 ٌْ ٕا أَ ًُ لاَ تَسْئَ َٔ ٓذََآءُ ارَِا يَبدُعُٕا  لاَ ٚؤَةَْ انشُّ َٔ ب اْلأخُْشَٖ  ًَ شَ احِْذَاُْ فتَزَُكِّ

ِّ رَنكُِىْ ألَْسَطُ  ا انَِٗ أجََهِ ْٔ كَجِٛش  ا أَ وُ نهِشَّٓبَدَحِ  تكَْتجُُُِٕ صَغِٛش  َٕ ألَْ َٔ عُِذَ اللهِ 

ْٛسَ  ُْٛكَُىْ فهََ ٌَ تجَِبسَح  حَبضِشَح  تذُِٚشََُٔٓبَ ثَ ٌْ تكَُٕ أدَََْٗ ألَاَّ تشَْتبَثُٕا الِاَّ أَ َٔ

لاَ  َٔ  ُُ لاَ ٚضَُآسَّ كَبتتُِ َٔ ِٓذُٔا ارَِا تجَبَٚعَْتىُْ  أشَْ َٔ ْٛكُىْ جُُبَحٌ ألَاَّ تَكْتجُُْٕبَ  عَهَ

اِ  َٔ  ُُ ِٓٛذُ اللهُ شَ َٔ كُىُ اللهُ  ًُ ٚعَُهِّ َٔ اتَّمُٕا اللهَ  َٔ ُُ ثكُِىْ  ُ فسُُٕقُ ٌ تَفْعَهُٕا فبَََِّّ

 ُُ ٌُ نىَْ تجَِذُٔا كَبتجِ ب فشَِْبَ َٔ اٌِ كُُتىُْ عَهَٗ سَفشٍَ  َٔ   ُُ ءٍ عَهِٛىُ ْٙ ثكُِمِّ شَ

ٍَ أَ  ًِ ب فهَْٛئَُدِّ انَّزِ٘ اإْتُ ٍَ ثعَْضُكُى ثعَْض  ٌْ أيَِ ِ ُُ فبَ مْجُٕضَخُ  يَّ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
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hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.11 

 

Surat Al- Baqorah ayat 282 ini meliputi petunjuk Allah 

kepada hamba-hambaNya dalam muamalah di antara mereka. 

Surat Al-baqarah ayat 282, memiliki mengandung pesan praktis 

suatu kegiatan transaksi. Paling tidak ada beberapa syarat yang 

diungkapakan dalam ayat ini mengenai keabsahan suatu transaksi, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Baik hutang maupun jual beli secara hutang, haruslah 

tertulis dan berdokumen.  

                                                           
11

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya, 

(Bandung:Penerbit Diponegoro, 2005), 38. 
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b. Harus ada penulis selain dari kedua pihak yang 

bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan orang yang 

berutang.  

c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman 

haruslah memperhatikan Allah dan tidak meremehkan 

kebenaran dan menjaga kejujuran.  

d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh 

kedua pihak yang menyaksikan proses transaksi.  

e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi 

sudah mencukupi.  

b. Relevansi Pengendalian Internal Dalam Al-Qur’an 

 Setelah kita mempelajari konsep dari pengendalian internal, 

dan menelaah surat Al-baqarah ayat 282, maka kita bisa melihat 

bahwa keduanya memiliki substansi yang sama. Pengendalian 

internal adalah sebuah langkah atau proses yang dilakukan untuk 

mengarahkan perusahaan agar dapat menghindarkan organisasi 

atau perusahaan dari adanya kekeliruan atau tinadakan 

kecurangan. Al-baqarah ayat 282 juga menegaskan adanya 

kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan 

dan kekeliruan dalam transaksi. Dengan demikian, keduanya 

memiliki substansi yang sama, yaitu sama-sama menyususn 

strategi untuk mengarahkan perusahaan atau bisnis agar terhindar 

dari kekeliran dan kecurangan. Mengenai kehandalan pencatatan, 
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pengendalian internal menekankan psada kehandalan pencatatan 

dokumen sebagai bukti transaksi penting, begitu juga surat Al-

baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan 

dokumen atas kejadian atau transaksi. Pengendalia internal 

menuntut adanya konsistensi pada integritas dan nilai-nilai untuk 

menjaga iklim perusahaan agar tetap kondusif dan ersih, demikian 

juga ditegaskan dalam surat Al-baqarah ayat 282. Jaminan 

merupakan hal yang ditawarkan untuk menjaga aset atau harta 

perusahaan, dan hal ini juga ditegaskan dalam Surat Al-baqarah 

ayat 283 yang merupakan lanjutan surat Al-baqarah ayat 282.  

 

B.  Teori Pengambilan Keputusan 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Keputusan (decision) adalah pilihan (choice), yaitu pilihan dari 

dua atau lebih kemungkinan. Walaupun keputusan sering dikatakan 

sama dengan pilihan, namun ada perbedaan penting diantara 

keduanya.
12

 

a. Mc Kenzei melihat bahwa keputusan adalah pilihan nyata 

karena pilihan diartikan sebagai pilihan tentang tujuan 

termasuk pilihan tentang cara untuk mencapai tujuan itu, 

apakah pada tingkat perorangan atau kolektif.  

                                                           
12

 Siagian Sondang, Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, (Jakarta: Gunung Agung) , 

82 
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b. Mc Grew dan Wilson lebih melihat pada kaitannya dengan 

proses, yaitu bahwa suatu keputusan ialah akhir dari suatu 

proses yang lebih dinamis, yang diberi label pengambilan 

keputusan. Dipandang sebagai proses karena terdiri atas satu 

seri aktifitas yang berkaitan dan tidak hanya dianggap sebagai 

tindakan bijaksana. 

c. Morgan dan Cerullo mendefinisikan keputusan sebagai sebuah 

kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, 

yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih sementara yang 

lain dikesampingkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan 

metode yang efisien sesuai situasi. Proses tersebut untuk 

menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. 
13

 

Suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ialah 

sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan 

harus dibuat. Dengan kata lain, keputusan mempercepat 

diambilnya tindakan, mendorong lahirnya gerakan dan 

perubahan. 

Ringkasnya keputusan dibuat untuk mencapai tujuan 

melalui pelaksanaan dan ini semua berintikan pada hubungan 

kemanusiaan. Untuk suksesnya pengambilan keputusan itu 

                                                           
13

 Ibid.,83 
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maka sepuluh hukum hubungan kemanusiaan hendaknya 

menjadi acuan dari setiap pengambilan keputusan. 

 

2. Langkah dalam Pengambilan Keputusan 

a. Identifikasi Masalah 

Dalam hal ini pemimpin diharapkan harus mampu 

mengindentifikasikan masalah-masalah yang ada di dalam 

suatu organisasi. 

b. Pengumpulan dan Penganalisis Data 

Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan 

menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah 

yang ada. 

c. Pembuatan Alternatif Kebijakan 

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, 

maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. 

d. Pemilihan Salah Satu Alternatif  Terbaik  

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk 

memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar 

pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam 

pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena 

hal ini menentukan alternative yang dipakai akan berhasil atau 

sebaliknya. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 
 

e. Pelaksanaan Keputusan 

Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin 

harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. 

Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga 

mempunyai alternatif yang lain. 

f. Pemantauan dan Pengevaluasian Hasil Pelaksanaan 

Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat 

mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat.
14

 

 

3. Proses Pengambilan Keputusan 

a. Proses yang interdisipliner 

 Proses pengambilan keputusan tidak bisa dilihat sebagai 

suatu tindakan tunggal dan tidak sebagai suatu tindakan yang 

seragam yang berlaku untuk semua keadaan serta dapat 

digunakan oleh pengambil keputusan yang berbeda dengan 

tingkat efektifitas yang sama. Proses pengambilan keputusan 

terdiri dari berbagai ragam keterampilan dan pengetahuan 

yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan 

berorganisasi. 

b. Proses yang Sistematis 

 Suatu proses logis yang melibatkan pengambilan langkah-

langkah secara berturut dengan merinci proses tersebut 

                                                           
14

 Ibid., 88 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (pendekatan atomik). 

Pendapat lain mengatakan proses pengambilan keputusan 

menyangkut dengan naluri, daya pikir dan serangkaian metode 

intuitif yang keseluruhannya dirangkum yang menjadi suatu 

kreatifitas (pendekatan holistik). 

c. Proses Berdasarkan Informasi 

 Pengambilan keputusan tanpa informasi berarti 

menghilangkan kesempatan belajar secara adaptif. Seorang 

manajer harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

informatika untuk pengambilan keputusan yang efektif serta 

harus menuntut agar tersedia baginya informasi yang 

memenuhi persyaratan kemutakhiran, kelengkapan, dapat 

dipercaya dan disajikan dalam bentuk yang tepat. 

d. Memperhitungkan Faktor-Faktor Ketidakpastian. 

 Betapa pun telitinya perkiraan keadaan, dalamnya kajian 

terhadap berbagai alternatif, tetap tidak ada jaminan bebas 

dari resiko ketidakpastian, sehingga mengambil keputusan 

harus dapat memperhitungkan probabilitas (kemungkinan) 

keberhasilan atau kekurang-berhasilan pelaksanaan suatu 

keputusan. 

e. Diarahkan Pada Tindakan Nyata 

 Mengambil suatu tindakan harus dapat ditentukan secara 

pasti, kapan pemecahan berakhir dan proses pengambilan 
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keputusan dimulai. Masalah dan sasaran sering mempunyai 

siklus pertumbuhan dan penyusutan, demikian juga faktor-

faktor yang mempengaruhi. Hal tersebut harus dikenali secara 

tepat karena akan sangat mempengaruhi keputusan untuk 

bertindak atau tidak bertindak. 

 

8. Faktor-faktor yang Perlu diperhatikan Dalam Pengambilan 

Keputusan 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan 

keputusan menurut Terry, yaitu :
15

 

a. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang 

emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Setiap keputusan harus memperhitungkan tingkat dan 

keadaan ekonomi, keadaan jiwa, tingkat sosial, budaya, 

matapencaharian, kebiasaan serta ekspektasi dikemudian 

hari. 

c. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

d. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan 

pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan 

organisasi. 

                                                           
15

 Muhammad Muslich, Metode Pengambilan Keputusan (Jakarta: Bumi Aksara).,325. 
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e. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu 

buatlah altenatif-alternatif tandingan. 

f. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari 

tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. 

g. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu 

yang cukup lama.  

h. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui 

keputusan itu benar. 

i. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari 

serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. 

C. Pembiayaan   

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat 

penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
16

 

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 

investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat 

dibagi menjadi: 

                                                           
16

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 

2001), 160 . 
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a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk 

memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara 

kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara 

kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau 

peningkatan utility of place dari suatu barang. 

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-

komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), 

dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari 

persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang 

dalam proses (work in process), dan persediaan barang 

jadi (finished goods). Oleh karena itu, pem-biayaan 

modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari 

pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan 

piutang (receivable financing), dan pembiayaan 

persediaan (inventory financing).
17

 

Di bank syariah, bank bertindak sebagai 

penyandang dana (shahibul maal), sedangkn nasabah 

sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan 

semacam ini disebut dengan mudh{a@rabah (trust 

financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka 

waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara 

                                                           
17

 Ibid, 161 
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periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh 

tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut 

beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang 

menjadi bagian bank. Contoh pembiayaan ini adalah 

KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan pemberian modal kerja 

unit mikro. 

b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-

fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.Pembiayaan 

investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan 

investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna 

mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun 

pendirian proyek baru.
18

  

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: Untuk 

pengadaan barang-barang modal, mempunyai 

perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, 

berjangka waktu menengah dan panjang. Pada umumnya, 

pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan 

pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu 

disusun proyeksi arus kas (projected cash flow) yang 

mencakup semua komponen biaya dan pendapatan 

sehinga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia 

                                                           
18

 Ibid, 167 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 
 

setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian, barulah 

disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran 

(pembayaran kembali) pembiayaan. 

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 

kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, 

seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun 

berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan 

kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara 

kuantitatif maupun kualitatif lebih tingi atau lebih mewah dari 

kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, 

pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, 

maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, 

pariwisata, hiburan, dan sebagainya.
19

 

Pembiayaan konsumtif dalam perbankan biasanya 

menggunakan beberapa akad syariah diantaranya: 

a) Mura@bah{ah atau jual beli 

b) Al ija@rah atau sewa 

c) Istis{na@ atau pemesanan 

                                                           
19

 Ibid, 168 
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Pembiayaan konsumtif tersebut di atas lazim digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan primer pada 

umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. 

Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya 

tergolong fakir atau miskin, dan oleh karena itu ia wajib diberikan 

zakat atau shadaqah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al 

qardh al hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian 

pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.
20

 

Pembiayaan Multiguna merupakan salah satu pembiayaan 

konsumtif di Bank Jatim Syariah yang menggunakan akad 

Mura@bah{ah. Akad Mura@bah{ah merupakan jual beli barang sebesar 

harga pokok barang yang ditambah dengan marjin keuntungan yang 

disepakati. Sehingga yang dimaksud dengan pembiayaan Multiguna 

berarti produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

berdasarkan prinsip Mura@bah{ah dimana Bank Jatim Syariah 

membiayai pembelian barang-barang konsumtif yang diperlukan 

nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan marjin keuntungan 

yang disepakati. 

Adapun landasan tentang produk tersebut salah satunya yaitu 

berpedoman pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Mura@bah{ah dan Peraturan Bank Indonesia, No. 7/46/PBI/2005, 

tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan 

                                                           
20

 Ibid, 168 
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Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha  

Berdasarkan   Prinsip Syariah. 


